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DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

Mentmbang

Mengingat

KEMENTERIAN AGAMA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6

ayval (6] Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun

2014 tentang Pendidikan HKeagamaan Buddha, periu
petunjuk teknis;

. bahwa berdasarkan pettimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis [zin
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan
Buddha Mula Dhammasekha vang diselenggarakan oleh
Masvarakat;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Masional [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
MNegara REepublik Indonesia Nomor 4301},

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

. dan Dosen [Lembaran MNegara Republik [Indonesia

Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran MNegara
Eepublik Indonesia Nomor 456,

Peraturan Pemerinteh Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
[Lembaran Negars HRepublik Indonesia Tahun 2007
Momor 124, Tambahan Lembaran MNegara REepublik
Indonesia Momor 4769,

Peraturan Pemerintah Momor 47 Tehun 2008 tentang
Wajib Belajar Pendidikan Dasar [Lembaran Negara
Republik Indomesia 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4863),
Peraturan Pemerintah Momor 74 Tahun 2008 tentang
Guru [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6058] sebagnmana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Momor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Momor 74 Tahun 2008
tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6008);
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Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar MNasional Pendidikan [Lembaran Negam
Republik Indonesia Nomor 6676);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan [Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2008 Noamor 91, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor $864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidilkan
[Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2010
Momor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemetintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubmhan atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tehun 2010  tentang  Pengelolaan dan
Penyvelengearaan Pendidikan  [Lembaran  Megar
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Peraturan Presiden MNomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian  Agama  [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20015 Momor 168)];

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
untuk Sekolah Dasar/Madrasah [btidaiyah (SD/MI),
Sekolah Menengeh Pertama/Taanawivah [SMP/Mts),
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliah (SMA/MA);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan MNomor
36 Tahun 2014 tentang Pedoman  Pendinan,
Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah [(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 607);

Feraturan Menteri Pendidikan dan RKebudayaan Momor
67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur
Kunkulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaivah;
Peraturnn  Menterd Agama Nomor 39 Tahun 2014
tentang Pendidikan Keagamaan Buddha (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomoer 1384);
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang
Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
20714 Momor 1506);

Peraturan Menterd Agama Nomor 42 Tehun 2016
tentang Organisasi dan Tais Kerja Kementerian

(Berita MNegarn Republik Indonesias Tahun 2016 Nomor
14485];

Peraturan  Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tawta kerja Instansi Vertilal
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1117);
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BAB |
PENDAHULLIAN

A Latar Belakang

[ndonesia merupakan negars kepulauan yang terdiri atag pulau
besar dan kecil. Keberagaman Bangsa Indonesia antara ladn letak
geografis, potensi sumber daya alam, ketersediaan sarena dan
prasarana, latar belakong ekonomi, kondisi sosial budeys, dan
keragaman lainnya yvang terdapat i setinp daergh. Kerpgaman
tersebut  selanjutnyas melahirkan pula tingkatan kebutuhan dan
tantangan pengembangan yang berbeda antar daerah dalam ranghka
meningkatkan muty dalam mencerdaskan kehidupan masvarakat di
setiap daerah. Berdasarkan data dan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Buddha, sampai dengan tahun 2021 terdapat 32
Lembags Pendidiken Keapamaan Buddha formal Nava Dhammaselkha
di seluruh Indonesia.

Terkait dengan pembangunan pendidikan, setap daecah
memerlukan pendidikan yvang sesual dengan karakteristik masing-
masing. karakterigtik vang berbeda juga terdapat pada satuan-satuan
pendidikan yang mempunyai peserta didik dengan latar belakang dan
kondigi yang beragam. Untuk menunjang satuan pendidikan it
diperiukan  adanva kurkulum  vang baku. Rurikulum  perlu
dikembangkan dan diimplementasikan secara kontekstual untuk
merespen  kebutuhan  daerah,  Pelavanan  pendidikan  keagamaan
Buddha pada tingkst Mula Dhammasekha dapat dilaksanakan di
sefiap daerah mulal dar desa hingga kota, Mula Dhammasekha
dilaksanakan di wilayah dengan jumiah penduduk beragama Buddha
yvang mermenuhi syarat dan ketentuan,

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 dan Pasal 29 mengatur
tentang pendidikan  dan agama.  Selanjuitnya  dijabarkan  dalam
Undang-Undang Momor 20 tahun 2003 tentang Sistemn Pendidikan
Naszional, Peraturan Pemerintah MNomor 55 tahun 2007 tentang
Pendidikan Keagamasan dan Peraturan Mentern Agama Nomor 39
tahun 2014 mengamanatkan secara rinci  terkait  pendidikan
keagamasn Buddha,

Berpedoman pada regulagi tersebut pendidikan keagamaan
Buddha bertujuan meningkathkan sumber daya manusia vang cerdas,



-

kompetitif  dan  berbudi  luhur, Depgan  demikian  pendidikan
keagamaan Buddha dapat memberikan kontrbusi vang sangat
penting dalam membangun kebhinnekaan dan karakter Bangaa
Indonesia.

Mengingal kebhinekaan pesertn  didik  diperiuken  proses
pembelajaran vang  leksibel sehingga menghasilkan  lulusan
berkuatitas, Keragaman budayva, suku, ras, status sosial di
masyarmkat, memperkaya korakteristik peserta didik.  Proses
pembelajaran  setiap satuan pendidikan harus  bersifat inberaktif,
ingpiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi, Dengan
demikian peserta didik menjadi kreatif dan mandin sesusi bakat dan
minatnya. Dalam proses  tersebut  diperlukan  pendidik  yang
memberikan keteladanan, pembangunan kemauan, mengembangkan
potensi dan kreatifitas peserta didike.

Mengacu pada prioritas kebijakan pembangunan pendidikan
nasional, baik yang dimuat dalam Bencana Pembangunan Jangks
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mauvpun yang dimuat dalam
Rencana Strategis Kementerian Agama [Fenstra Kemenag] 2020-2024,
Drirektarat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian
Agama mengembangkan kurikulum Dhammasekha sesual dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan
Eeagamaan Buddha.

Pendidikan Dhammasekha menyelenggarakan pendidikan iboou-
ilmu yang bersumber dari ajaran Buddha pada jenjang pendidikan
peserta didik usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
yang diselenggarakan cleh pemerintah danfatau lembaga keagamaan
Buddha (Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014),
Pendidikan Dhammasckha meripakan  sustu kebutuban  bagi
masyarakat Buddha dalam membentuk manusia yvang berwawasan
luas, kritis, kreatil, inovatif, dan dinamis dalam mencerdaskan
kehidupan bangsa vang sesuai dengan nilai-nilal ajaran Buddha.

Segual dengan amanat Peraturan Pemerintah Momor 57 Tahun
2021 tentang Standar Masional Pendidikan, salah satu atandar yang
harus dikembangkan adalah standar proses, Standar proses adalah
standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan
pembelajaran  pada  satuan  pendidikan  salah  satunya  Mula
Dhammasekha untuk mencapal  standar  tingkat  pencapaian
perkembangan peserta didik agar memiliki moral yang baik. Standar
proges berigi kriteria minimal prosca pembelajaran pada satuan
pendidikan Mula Dhammasekha i seluruh wilayah hulbum Negara
Kespiuan Republik Indonedia. Standar proses inl berlaku pula untuk
Jenjang pendidikan Mula Dhammasekha.

Dircktorat Jenderal Bimhbingan Masvaralat Buddha
Kementerian Agama Republik Indonesia pada saat ini baru memiliki
pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini. Dhammasekba
pada jenjang dasar dan menengah belum diselenggarakan secara
formal. Untuk memenuhi Eebutuhan  tersebut, maka dibutuhkan
pendidikan formal keagamaan Buddha pada jenjang dasar dan
menengah,

Peraturan Menteri Agama Momor 3% Tahun 2014 tentang
Pendidikan Keagamaan Buddha vang telal menjawab  keinginan
masyarakat Buddha, Peraturan Menieri Agarma menmmamﬂmn agar
menpgembangkan potensi peserta didik menjndi manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
benlmu, cakap, kreatil, mandiri, dan menjadi warga negara yang
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demokratis serta bertanggung jawab terhadap pemahaman Buddha
Diharma.

B, Maksud dan Tujuan

1.

Bakosiad

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagal standansasi dalam
rangka pelavanan lzin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Mula Dhammasekha wyang mengatur tentang: persyvaratan,
kewenangan, prosedur, penamaan, masa berlaku izin, mekanisme
pembinaan dan evaluasi, prossdur penutupan pendidiken Mula
Dhammasekha vang digunakan dalam pelavanan pemberian [zin
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha
Mula Dhammasekha vang disslenggarakan oleh Masyarakat,

2. Tujuan

a Meninglkatkan mutu dan akuntahilitas pelayanan publik terkait
prosedur pengajuan lzn Operasional,

b. Menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan sesual dengan
Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidilean
[SNF); dan

¢. Memberikan panduan bagi para pemanghu kebijakan di
lingkungan Kementerian Agama baik pusat maupun daerah
dalam rangka melaksanakan koordinasi vang efektf antar
gatuan kerja di lingkungan Kementerian Agama dalam
melakukan pelavanan publile terkain prosedur pengajuan Tzin
Operasional Penyvelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha
Mula Dhammasekha vang diselenggarakan oleh masyarakat,

C. Sasaran
Sasaran petunjuk teknis ini meliputi penyelenggara  Pendidikan
Keagamaan Buddha Mula Dhammasckha dan pemangha kebijakan
vang terkait.

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi:

Peravamian-persyaratan vang harus dipenuhi dalam pengajuan
lzin Operasional Penyelengpgaraan Pendidikan Keagamaan Buddha
Mula Dhammasekha yvang diselenggarakan oleh masyarakat di
lingkungan Kemenierian Agama;

Pembagian kewenangan di antara para pemangky kebijakan di
lingkungan HKementerian Agama (Direktorat Jenderal Bimbingsn
Musvarakat Buddha, Kantor Wilavah Kementerian Agama Provinsi
dan Pembimbing Masyarakat Buddha pada Kantor Wilayah
Kementerian  Agama  Provinsi dalam  rangka pemberian  [zin
Operasonal  Penvelenggaraan  Pendidikan  Keagamaan  Buddha
Mula Dhammasckha yvang diselenggarakan olech masyvarakat],
Prosedur pengajuan lzin Operastonal; dan

Masa berlaku izin, pembinaan dan evalupsi, penamaan, serta
prosedur penutupan,

E. Pengertian Umum

Pendidikan Keagamann Buddhan Mula Dhammasekha yang
diselenggarakan  oleh masvarakat vang sclanjutnya  disebut
Pendidikan Kesgamaan Buddha Mula Dhammasekha adalah
Penvelengeara pendirian satuan  pendidikan Pendidikan
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11.

Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha vang diselenggarakan
oleh Organisas berbadan hukum dalam bentuk
yayasan/lembaga flainnya  aetelah memenuhi  perayaratan
administrasd, teknis dan kelayakan.

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula
Dhammasekha adalah izin operasional penvelenggaraan Sekolah
Pendidikan Heagamaan Buddha Mula Dhammasekba wyang
diberikan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
tentang Penetapan lzin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Keagamaan Buddha Mula Dhammasekbs setelah  memenuhi
persyaratan administrasi, teknis dan kelayvakan.

Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha
adalah Satuan Pendidikan untuk Jenjang Pendidikan Dasar
dalam binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masvaralkat
Buddha Kementerian Agars,

Dokumen  persyaratan lzin  Operasional  Penvelenggarann
Pendidikan HKeagamaan Buddha Mula Dhammasekha adalah
dokumen untuk pengajuan lzin Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Keagamaan Buddba Mula Dhammasekha yang
digjukan oleh organisasi berbadan hukum yang fterdifd dar
dokumen persyaratan administrasi, teknis dan kelavakan.
Organisasi calon penyvelenggara atou  lembaga  penvelenggara
adalah orgamisasi atau  lembags berbadan  hukum  yang
mengajukan pengajuan  Izin  Operagional Penyelenggaraan
Pendidikan Keapamaan Buddha Mula Dhammasekha.

Verifikagi dan validasi dokumen adalah pemeriksaan kebenaran
terhadap dokumen  perayaratan  administrasi, teknis  dan
kelavakan yang dituangkan dalam  benita acara verifikasi
dokumen persyaratan administrasi, teknis dan kelayvakan,
Verifikasi dan validasi lapangan adalah wvisitasi pembuktian
kebenaran dokumen ke lokasi calon Penyelenggara Pendidikan
Keapamaan Buddha Mula Dhammasekha vang dituangkan dalam
berita acara verifikasi lapangan,

Pembimbing Masyvarakat Buddha adalah Pembimbing Masyarakat
Buddha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Direktur adalaly Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha.
Direktur  Jenderal adalabh  Direktur  Jenderal  Bimbingan
Masvarakat Buddha,

BAB TI
PERSYARATAN

. Persyaratan Administrast

A

3.

Penyelenggara Pendidikan Keagamaan Buddha Mula
Dhammaseckhsa merupakan crganisasi berbadan hukum;

Memilili struktur organisasi, Anggaran DasarfAnggaran Bumah
Tangga (AD/ART] dan Pengurus;

Mendapat rekomendasi darl Kepala Kantor Wilayvah Kementerian
Agama; dan

Memiliki  keaamggupan untuk  membiayai  penyelenggaraan
pendidikan paling sedikit sampai 1 [zatu) tahun pelajaran
berkutnya,



B. Perayvaratan Teknis

A
1.

apun persvaratan teknis pengajuan lzin Operasional terdin:
Kunbulum
Dokumen kurikulum disusun 1 {satu} sct vang meliputi: standar
kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar peniladan
pendidikan, kerangka dasar kurikulum dan kurikulum tingkat
sntupn pendidikan sesual dengan kétentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Eencana Pengembangan
Dokumen Rencana Pengembangan disusun 1 {(satu] set vang berisi
deskripsd rencana pengembangan Pendidikan Keagamaan Buddha
Mula Dhammasekha.
Jumlah dan Prosentase Kuabifilas
kependidikan, terdin:
a) Curu
1. Jumlah minimal gury adelah 1 [satu] orang guru per
rombongan belajar (rombel); dan
2. Kualifikasi pendidikan guru minimal Strata Satu [S1)
Pendidikan Agama Buddha sebesar 50% dari jumlah
keseluruhan guaru.
bl Kepala Sekolah
Kepala Sekolah  Pendidikan Heagamaan Buddha Mula
Dhammasekha dengan Kualifikasi Pendidikan minimal Strata
Batu (31] dan beragams Buddha dar perguruan tingg
terakreditasi,
c] Tenaga AdministraszifTata Uasha.
Tenaga Administras /Tata
SMASEMU/EME atau sederajac,

Pendidik dan  Tenaga

Dsaha ot el Iulusan

4, Sarana dan Prasarana

Kriteria Standar sarana dan prasarana Mule Dhammasekha

mencakup:

a) Luas tanah/lahan sekolah
Luas minimum |lahan untuk Mula Dhammasekha  vang
memiliki siswa didik kurang dari 15 peserta per rombongan
belajar dengan status kepemilikkan/hak guna/sewa fpinjam
pakai atas nama organizasi berbadan hukum penyelenggara
pendidikan vang bersanghutan,

| Banvak Luas minimum lahan (m2)
NO | Rombongan | Bangunan Banpgumnan Bangunan
Belajar | satulantai = dua lantai iga lantai
I & | 134 | 770 710
2 7-12___ | 2.240 1.220 850
| 3| 1318 3.170 1.690 1.160
3 19-24 4.070 ~ 2.190 1.460
b Cedung Sekolak

Gedung Sekolah Mula Dhammasekha sekurang-kurangnya
memiliki prasarana sebagal berikut:
1. Fuang Kelas;
2, Ruang Pimpinan /Kepala Sekolah;
3, Ruang Guru;
4. Ruang Tata Usaha;




5, Ruang UKS;
6. Jamban; damn
7. Tempat Bermain /Oahraga;
¢) Sarans Ruang Kelas
Sarana ruang kelas minimal meliput meja peserta didik,
kKursi peserta didik, meja guru, kursi guru, lemart, papan tulis
dan tempat sampakh,
) Koleksi buku/bahan ajar
|. Buku/bahan ajar pegangan guru
Minimal adalah 1 {satu) paket per pura.
2. Buku Pengayaan dan referensi
Minimal adalah sejumlah 10 judul buku pengavaan dan
5 judul buky referensi.
g} Peralatan Penunjang Administras:
Jumlah minimal peralatan penunjang administrasi mininal 1
{satu] unit kemputer/laptop/alat pengolah dota,

C. Persyaratan Kelavakan
Persyvaratan kelavakan lzin Operasional Penvelenggaraan Pendidikan
Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha adalah sechagai berikut:

No.|  Aspek | Uraian Persyaratan
1. | Tata Ruang Berdasarkan aspek tata ruang, harus
memenuhi standar scbagai berikut:
+ Keamanan, kebersihan, kesehatan dan
keindaban; dan
|+ Kemudahanakees.
2. | Geogralis Berdasarkan aspek tata geografis harus
memenuhi standar sebagai berikut:
&« Aman bencana [banjir, longsor dan
Jenis bencans lninnya);, dan
+ Ramah lingkungan,
3. | Ekobogzis Berdasarkan aspek tata ekologis haras
memenuhi sinndar sehagai benkut:
» Tidak berada di daerah resapan air;
# Tidak berada di hutan lindung; dan
| # Tidak bemda di Iokasi yang
TENERATEEL ekolog lingkungan
lainnva.

4. | Prospek Berdasarkan prospek pendafiar,
pendalftar jumlah pendaftar per kelas dilihat dard

ketersediaan satuan pendidikan jenjang di
oo | bawahnya,

5. | Demografi anak | Jumlah anak usia sckolah di lokasi lzin
usia sekolah Operasional Mula Dhammasekha dalam
dengan radivus & Km masih mencukupi untuk
ketersediann ditampung  dalam sehuah  satoan
lembaga pendidikarn,
pendidikan
forrmal B ) B




BaAB I
KEEWENANGAN DAN PROSEDUR

A, KEWENANGAN
Dalam rangka pemberian  lekin Operasional  Penvelenggaraan
Pendidikan Keagamaan Buddhas Mula Dhammasekba, pembagian
kewenangan diatur sebagal berikut!
1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

a. Menetapkan kebgakan teknis  terkait  pemberian  lzin
Cperagional dan Nomor Statistik Penvelenggarasn Pendidikan
Keagamaan Buddha Mula Dhammasekba;

b. Melakukan verifikasi dan validasi dokumen serta verifikasi dan
validasi lapangan dalam rangka penentuan kelayakan [zEn
Operasional untuk menerbitkan (zin Operasional dan Nomor
Statistik Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula
Dhammasekha;

¢. Menetapkan keputusan [zin Operasional dan Nomor Statistik
Penyelenggaraan Pendidikan  Eeogamaan Buddha Mula
Dhammasekha;

d. Menetapkan keputusan penutupan Penyelenggaraan Pendidikan
Eeagamaan Buddha Mula Dhammaselkha; dan

e, Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penvelenggaraan
Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha,

2. Kantor Wilayah Eementeran Agama Provins

Memberikan rekomendasi PEngajuan lzin Ciperasional

Penyelenggaraan Penciidilan Keagamaan Buddhas  Mula

Dhammasekha.

3. Bimbingan Masyvarakat Buddha pada Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi

. Melakukan verifikasi berkas dan lapangan dalam rangks
penentuan rekomendasi keputusan lzin  Operasional
Penyelenggaraan  Pendidikan  Keagamaan Buddha Mula
Dhammasekha;

b. Meneruskan berkas pEnEaj WA lzin Operasional
Penyelenggaraan  Pendidikan  Reagamaann Buddha Mula
Dhammasekha vang sudah mendapat rekomendasi dari Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama kepada Dhrektorat Jenderal
Bimbingan Masvarakat Buddha; dan

o. Melakukan pembinean dan  pengawasan  secara berkala
terhadap perkembangan Sekolah Pendidikan Keagamaan
Buddha Mula Dhammasekha.

B. PROSEDUR PENGAJUAN IZIN OPERASIONAL

Progedur pengajuan lzin Operasional Penvelenggaraan Pendidikan

Keagamaan Buddha Mula Dhammazekha dilakukan secars Onbine

(secara elektronik] pada Aplikasi SIAGA Buddha dengan cara

membuke tautan hitpa: ) fijopsiagabuddha.com flogin dengan alur

pengajuan sehagal berilkui:

1. Organisasi berbadan hukum selaku organisasi calon penyelenggara
mengajukan Izin | Operasional  Penyelenggaraan  Pendidikan
Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha melalul aplikasi SIAGA

(https:/ [ijop.siagabuddha.com) dengan cara sebagai berdkut:

a. mengisi profil lembaga;
b.menginput dan mengunggah data Dokumen Periginan berupa
pergvaratan administrasi dan persvaratan eknis:



1} Surat Permohonan Pengajuan lein Operasional kepada
Direkrur Jenderal Brmbingan Maararakat Buddha;

2} Akia Motaris crganisasi berbadan hukum berbentuk vayasan
atau perbumpulan dan/atay organisasi berbadan  hukum
lainnya vang bergerak di bidang pendidiken dan telah
mendapat pengesahan dari Kementenan Hukum dan HAM;

3) Dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dari
onganisasi calon penyelenggnrs;

4} Fota sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki; dan

5] Foto bangunan gedung tampak dari depan dan foto papan
nama calon penyelengeam;

6] Dokumen Kurikulum;

7] Surat Keputusan Pendirian Mula Dhammasekha oleh Badan
Penyelenggara;

8] Sural Keputusan Pengurus organisasi calon penyelenggara
tentang tanggal pendirian;

9] Surat Keputusan rentang Pengangkatan calon Kepala Sekolah
Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasckha vang
dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon puro dan
fotokopi  sah  Ijazah  terakhir  calen  Kepala Mula
Dhammasekha;

10} Daftar calon  pendidik  Sekolah  Pendidikan Keagamaan
Buddha Mulsa Dhammasekha vang dilengkapi dengan daftar
riwayal hidup calon pendidik dan ljazah terakhir;

11) Daftar calon  tensga  kependidikan  Sekolah  Pendidikan
Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha yvang dilengkapi
dengan daftar riwayat hidup calon guru dan ljazah teralkhir;

12) Surat Pernyataan kesanggupan unfuk membiaval Lembaga
Pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit 1
[satu) tahun berikutnya (bermaterai);

13) Burat Keputusan Pengurus Calon Penyelenggara teptang
began / struktur manajemen dan peraonalia;

14] Dokumen Rencana Induk Pengembangan;

15] Surat  Sertifikat/surat  keterangan  hibah/surat jual beli
dan/fatay surat kepemilikkan/hak puna/sewa/pinjam paksd
atas mama organisasi berbadan hukum  penyvelenggara
pendidikan yvang bersangkutan; dan

16} Dokumen Studi Kelayakan.

¢, cialon Penyelenggnra menginimkan dokumen Permohonan izin

yvang telah ditsi dengan lengkap dan benar dengan memibib fklik
fitur kirim kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
setempat;

2. Kepala  Kantor Wilayah Kementenan Agama  menugaskan
Pembimbing Masyarakat Buddha untuk melakukan verifikasi dan
validasi dokumen proposa]l lzin Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Keagnmaan Buddha Mula Dhammasekha berdasarkan
persyaratan yang telah ditentukan,

. Apabila hasil verifikasi dan validasi dokumen dinyvatakan memenuhd
persyaratan  yang  ditetapkan, maka dilanjutkan dengan
mengunggah Surat Bekomendasi dard Kantor Wilayah Kementerian
Agama setempat ke aplikasi SIAGA Buddhsa;

cApabila hasil verifikasi dan validasi dokumen dinvatakan tidak
memenubi persyaratan vang ditetapkan, maka pengajuan ditolak
dengan memberikan catatan perbadkan dokumen vang belum
seaual kepada calon penvelenggara,  Setelabh  dokumen selesai
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diperbaiki dan atau dilengkapi sesual ketentuan yvang berlaku,
maks dilanjutkan dengan wverifikasi dan  validasi ulang dan
mengunggah Surat FBekomendasi dan Kantor Wilayah Kementerian
Agama setempat;

5. Adminiatrator Pusat melakukan verifikasi dan validasi deloimen
pengajuan, jika dokumen dinyatakan tdak memenuhi persyaratan
yang ditetapkan, maka petugas verifikasi dan validast melanjutkan
untuk menolak pengajuan dengan memberkan catatan perbaikan
dokumen yang belum sesual kepada celon penyelenggare. Setelah
dokumen selesai diperbaiki dan atau dilengkapi sesual ketentuan
yang berlaku, Petugas verifikasi dan validasi Pusat menyampaikan
laporan kepada Pimpinan untuk dilakulean visitasi lapangan;

B, Apabila hasil visitas! lapangan dinvatakan memenuhl persvaratan
yang ditetapkan, maka petugas visitasi lapangsn menvampaikan
laporan secara  tertulis kepada  Direktur Jenderal Bimbingan
Masvarakat Buddha;

7. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha memberkan
persetujuan penerbitan tin Operagional calon penyelenggara yang
dokumen pengajuannya telah lenghap dan benar;

8, Direktur Jenderal memberikan disposisi untuk penerbitan  fzin
Operasional dan Momor Statistik  Penvelenggaraan  Pendidikan
Keagamann Buddba Mula Dhammasekha,

9. Calon Penyclenggara mencetak secara online Piagam Keputusan
penerbitan l#in Operasional dan Nomor Statistik Izin Operasionsal
dan MNomor Statistik Penyvelengegaraan Pendidikan Keagamaan
Huddha Mula Dhammaselkha; dan

10. Asli [zin Opemsional dan Nomor Statistik disampaikan ke Badan

Penvelenggar.

C. Mekanisme
Mekanisme pengajuan Izin Operasional  Penyelenggaraan  Mula
Dhammaseckha secara on-line melalui aplikasi SIAGA BUDDHA
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BAB 1V
PENAMAAN SATUAN PENDIDIKAN

Penamaan Satuan Pendidikan baru yang disclenggarskan olch masyarakat

diatur oleh badan penyelenggarm dengan ketentuan sebagai berilout:

1. Pengajuan nama satpan pendidikan tidak bolch sama dengan nama
satuan pendidikan yang sudah berizin operasional; dan

2. Jika ada pengajuan dengan nama yang sama, maka Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Buddha berhak menolak pengajuan izin
operasional,

BaBH Y
MASA BERLAKU [ZIN, PEMBINAAN DAN EVALUASI,
PROSEDUE PENUTUFAN

A, MASA BERLAKL [ZIN

1.

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha
Mula Dhammasckha berlaku sefak tanggal ditetapkan sepanjang
vang bersangkutan masih memenubs persyaratan dan ketentuan
perundang-undangan tentang penyvelenggaraan pendidikan.

. lzin Operasional Penyvelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha

Muls Dhammasekha akan dievaluasi setelah jangka wakiu 4
[empat] tahun terhitung setelah tahun pertama sejak diberikan Izin
Opemsional  Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Mula
Dhammasekha.

BE. PEMBINAAN DAN EVALUASE
Dalam rangka penjaminan muty den akuntabilitas pemberan lzin
Operasional Penvelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula
Dhammasekha, pembinaan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang
oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyvarakat Buddha, Kantor
Wilayah Kementerian Apama, dan Kantor Rementerian Agams
Kabupaten /Kota sebagai berikut:

1.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masvarakar Buddha

Pembinaan dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakad Buddha terhadap akuntabilitas Proses

Penyelengparasan Pendidikan Keagamaan Buddha Fula

Dhammasekha adalah sebagai berikut:

&, Melakukan pembinaan melalui kegiatan bimbingan teknis dan
sosialisasi kebijakan dan peraturan terkait penyvelenggaraan;

b, Melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan
proses pemberian rekomendasi pemberian izin operasional; dan

. Melakukan PENRAWABIR SECATH berkala terhadap
penyelenggaraan Pendidikan  Keapamaasn Buddha Mula
Dhammasekha;

. Kantor Wilayah Kementenan Agama dan Kantor Kementerian

Agama kabupaten/Kota

Pembinaan dan evaluasi yvang dilakukan adalah pada saat sebelum

dan sesudah pemberian lzin Operasional, vadiu;

a. Melakukan pembinaan melalui kegintan bimbingan teknis dan
soslalizsasi kebijakan dan peraturan terkait penyelenggaraan
Pendidikan Keagamann Buddha; dan

b. Melakukan pembinaan dan evaluasi secara berkala untuk
melihat perkembangan terhadap penyelenggaraan Pendidikan
Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha vang telah diberikan
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izin operagional terutama dalam jangks waktu 4 [empat] tahun
terhitung setelah  tahun  pertama  sejak  diberikan  [=in
Operasional Sekolah Pendidikan Heagamaan Buddha Mula
Dhammasekha;

C. PROSEDUR PENUTUPAN

Penutupan Penvelengearsan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula

Dhammasekba melalui  pencabutan lzn Operasional  dapat

dilakukan, apabila:

a. Batuan pendidikan sudah  bdak  memenuhi  persyaratan
pendirian satuan Pendidikan; dan/atau

b. Satuan Pendidikan sudah tidak menvelenggarakan kegiatan
pembelajaran,

Penutupan satuan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula

Dhammasekha vang diselenpgarakan  oleh  masyarakat atas

rekomendazi Pembimbing Masvarakat Buoddha Kantor Wilayah

Kementerian  Agama Prowinsi  setempat  dan divenfikas

kebenarannya eleh Tim Verfikasi Ditjen Bimas Buddha dengan

ketentuan sebagai berikut;

. Penyaluran/pemindahan peserta didik  kepada  safuan
Pendidikan lain yang penjang dan jenisnyva sama; dan

b, Penyerahan arsip dan aset milik satuan Pendidikan wang
disclenpeparakan oleh  masyarakat  diserahkan  hepada
Yayasan /Badan Penyelenggara,

BAE V1
EETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

A. KETENTUAN PERALIHAN
Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasckha vang belum
memiliki lzin Operssional sampai dengan ditetaplannya petunjuk
teknis ini dan telah memilikl peserta didik sampal dengan tahun
pelajaran 2021 /2022, maka berlaku ketentuan sebagai berilout:

1.

Pendidikan Keagamaan Budidha Mula Dhammasekha wajib
memiliki Izin Operasional paling lambat 1 ([satu) tahun seak
ditetapkannya petunjuk teknis ini; dan

. Apabila dalam waktu 1 ([(satu] tahun Seckolah Pendidikan

Hemmaa.n Buddha Mula Dhammasekha tersebut belum memiliki

izin operasional, maka Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha
Mula Dhammasckha wajib:

a. menghentikan proses kegintan pembelajaran; dan
b. bertangpung jawah memindahkan peserta didik ke sekolah.

Pendidikan EKeagamaan Buddha Mula Dhammaselkha/sederajat
lainnya yang telah memiliki izin operagional dan berkoordinasi dengan
Pembimbing Masyarakat Buddha,
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B. PENUTUP
Petunjuk Teknis ini menjadi acuan dalam  penyelenggaraan
Pendidikan Keagamaan Buddha Muls Dhammasekha yang dikelola
oleh masyarakat.




